BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
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KEMENKEU. Revisi Anggaran. Tata Cara.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 117/PMK.02/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 39/PMK.02/2020 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 31 ayat
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional, dan Pasal 6 dan Pasal 10
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020

tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran
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Mengingat

—

2020;

bahwa untuk menyempurnakan dan menyederhanakan
proses bisnis dalam pelaksanaan revisi anggaran di
tahun 2020, perlu mengubah Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara
Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020
tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran

2020;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6410);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6267);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan  Postur dan/atau Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan  Postur dan/atau Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 155);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
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Menetapkan

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1745);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020
tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
383);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
39/PMK.02/2020 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 383), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 7
(1) Mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat

Jenderal Anggaran untuk Dbagian anggaran

Kementerian/Lembaga dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. KPA menyampaikan usulan Revisi Anggaran
kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/
Sekretaris/Pejabat Eselon [ Kementerian/
Lembaga dengan melampirkan dokumen
pendukung sebagai berikut:

1. surat usulan Revisi Anggaran;
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2. arsip data komputer, yang divalidasi oleh
Sistem Aplikasi; dan
3. dokumen pendukung terkait lainnya (jika
ada);

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/
Sekretaris/Pejabat Eselon [ Kementerian/
Lembaga meneliti kelengkapan dokumen
pendukung usulan Revisi Anggaran yang
disampaikan oleh KPA;

Dalam hal usulan Revisi Anggaran berkaitan
dengan Pagu Anggaran berubah, pergeseran
anggaran antar-Program, perubahan
peruntukan pada level Program, dan/atau
usulan keluaran (output) baru, Sekretaris
Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat
Eselon I Kementerian/Lembaga menyampaikan
usulan Revisi Anggaran yang telah diteliti
kepada APIP K/L untuk direviu atas
kesesuaian dokumen pendukung dengan
kaidah perencanaan dan penganggaran dengan
tembusan  kepada = Sekretaris  Jenderal/
Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian/
Lembaga yang membawahi fungsi
perencanaan;

Hasil reviu APIP K/L sebagaimana dimaksud
pada huruf c dituangkan dalam Laporan Hasil
Reviu APIP K/L (final);

Berdasarkan hasil penelitian atas usulan Revisi
Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b
dan/atau Laporan Hasil Reviu APIP K/L (final)
sebagaimana dimaksud pada huruf d,
Sekretaris Jenderal /Sekretaris Utama/
Sekretaris/Pejabat Eselon [ Kementerian/
Lembaga menyiapkan dan menyampaikan
usulan Revisi Anggaran kepada Direktur
Jenderal Anggaran melalui Sistem Aplikasi

dengan mengunggah salinan digital atau hasil

www.peraturan.go.id



